
 

RINCIAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA 
KABUPATEN BULELENG. 

 
 

I. TUGAS : 
 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Tenaga Kerja dan bidang 

Transmigrasi. 

II. FUNGSI : 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;  

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan bidang 

Transmigrasi; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas Tenaga Kerja; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; 

 

III. URAIAN TUGAS : 

 

1. KEPALA DINAS 

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional 

Dinas Tenaga Kerja, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Merumuskan pelaksanaan  pembinaan, mengatur dan mengawasi 

lembaga latihan swasta, dalam hal pemberian ijin latihan, akreditasi 

dan sertifikasi; 

e. Merumuskan kebijaksanaan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; 

f. Mengkoordinasikan, melakukan perlindungan pengembangan dan 

penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

g. Merumuskan pelaksanaan hubungan kerja dan kelembagaan, 

perlindungan dan pengupahan tenaga kerja serta menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial; 

h. Merumuskan dan mengkoordinasikan standarisasi, pemberdayaan 

tenaga kerja asing dan pengelolaan informasi pasar kerja; 

i. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksannan pembinaan 

organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Tenaga 

Kerja  dan UPT ; 

j. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan 

keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah di 

lingkungan Dinas Tenaga Kerja;  

k. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja;  



l. Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator 

Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di 

lingkungan Dinas Tenaga Kerja; 

m. Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian 

Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 

di lingkungan Dinas Tenaga Kerja; 

n. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system 

pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Tenaga Kerja; 

o. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja; 

p. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan 

(ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Tenaga 

Kerja; 

q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait 

lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya; 

r. Mengevaluasi  dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

dan  

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

 

2. SEKRETARIAT 

Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data, program 

dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada 

seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;  

e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata 

usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, 

keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan; 

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana 

dan kepegawaian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja; 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan 

barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja; 

h. Mengkoordinasikan penyusunan  rencana kerja,  pembuatan laporan 

kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan 

Dinas Tenaga Kerja; 

i. Mengkoordinasikan  penyusunan  rencana  anggaran Dinas dan UPT; 

j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Dinas Tenaga Kerja; 

k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), 

Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP)Dinas Tenaga Kerja; 

l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Dinas Tenaga Kerja; 

m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis 

Beban Kerja (ABK) Dinas Tenaga Kerja; 



n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi 

(RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja; 

o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi; 

p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;  

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

2.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan 

data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku;  

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Menghimpun, dan melaksanakan penyusunan, rencana anggaran 

Dinas dan UPT yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;  

e. Menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas 

Tenaga Kerja; 

f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat pelaksanaan 

laporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja; 

g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi; 

h. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik 

(RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja; 

i. Melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM);  

j. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Dinas Tenaga Kerja; 

k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

dan  

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

2.2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas dan fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, 

berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Memberikan pelayanan adminitrasi meliputi urusan surat- menyurat, 

tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, 

dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di 

lingkungan Dinas Tenaga Kerja;  

e. Melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian 

dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan UPT;  

f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan 

Dinas;  



g. Menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan 

pegawai;  

h. Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan 

pertanggungjawaban keuangan Dinas 

i. Menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan 

pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;  

j. Melaksanakan pengurusan adminitrasi keuangan Dinas; 

k. Melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

l. Melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-

waktu sesuai kebutuhan/keadaan; 

m. Melaksanakan pengelolaan/penatausahaan barang milik pemerintah di 

lingkungan Dinas Tenaga Kerja; 

n. Menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa 

Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas  dan UPT; 

o. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 

dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan 

Dinas Tenaga Kerja; 

p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

dan 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

 

3. BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA. 

 Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, mempunyai tugas dan 

fungsi:  

a. Menyusun rencana dan kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas  

Tenaga Kerja, berdasarkan data dan program Dinas Tenaga Kerja serta 

ketentuan perundang – undangan yang berlaku; 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja; 

e. Melaksanakan pembinaan diseminasi progam tingkat kabupaten ; 

f. Mengembangkan program pelatihan dan pemagangan di lembaga 

pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan dan upaya 

peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan; 

g. Mengembangkan program standarisasi dan sertifikasi kompetensi 

tenaga kerja; 

h. Melaksanakan pemasyarakatan tata kerja lembaga akreditasi lembaga 

pelatihan kerja; 

i. Melaksanakan Pengembangan klinik produktivitas; 

j. Melaksanakan pengembangkan program peningkatan produktivitas di 

wilayah kabupaten; 

k. Menginventarisasi permasalahan Bidang Pelatihan dan Produktivitas 

Tenaga Kerja serta mencari alternative pemecahannya; 

l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

dan  

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

 

3.1. SEKSI PENGEMBANGAN PROGRAM DAN MATERI PELATIHAN KERJA 



Seksi Pengembangan Program dan Materi Pelatihan Kerja, mempunyai 

tugas dan fungsi : 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Program dan Materi 

Pelatihan Kerja, berdasarkan data dan program Bidang Pelatihan dan 

Produktivitas Tenaga Kerja serta ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Melaksanakan koodinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi dalam 

rangka peningkatan lembaga pelatihan kerja; 

e. Mengkoordinasikan kelembagaan, tenaga kepelatihan, jenis kegiatan 

dan program kegiatan yang dilaksanakan lembaga pelatihan kerja; 

f. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta 

dan pemerintah di lingkup Kabupaten; 

g. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga pelatih/instruktur lembaga 

pelatihan kerja swasta maupun pemerintah; 

h. Melaksanakan proses visitasi pendirian lembaga pelatihan kerja 

swasta; 

i. Menyelenggarakan bimbingan dan akreditasi lembaga pelatihan kerja 

swasta; 

j. Menginventarisasi permasalahan seksi pemberdayaan dan penggunaan 

tenaga kerja asing  serta mencari alternative pemecahannya; 

k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

dan  

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

 

3.2. SEKSI PENGEMBANGAN DAN HARMONISASI STANDAR KOMPETENSI. 

Seksi Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi.mempunyai 

tugas dan fungsi : 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan 

Harmonisasi Standar Kompetensi. berdasarkan data dan 

program Bidang Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja serta 

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Menginventarisasi data visitasi Lembaga Pelatihan Kerja ; 

e. Memberikan rekomendasi instruktur dan peserta pelatihan 

untuk job training ke perusahaan; 

f. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan instruktur; 

g. Menyusun pedoman dalam rangka menentukan kualifikasi 

jenis tenaga kerja pemagangan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

h. Menginventarisasi kelembagaan pelatihan pemegangan 

perusahaan dan kegiatan pemagangan yang mencakup 

program, jenis keterampilan, sertifikasi, pendanaan pelatihan; 

 

 



i. Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi, promosi, seleksi dan 

penempatan peserta pemagangan baik di dalam maupun di 

luar negeri; 

j. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengembangan 

program pemagangan untuk lembaga pelatihan dan 

perusahaan pemagangan; 

k. Menginventarisasi permasalahan seksi pelatihan dan 

pemagangan  serta mencari alternative pemecahannya; 

l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

atasan; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan.  

 

III.3. SEKSI PEMBERDAYAAN LEMBAGA PRODUKTIVITAS  TENAGA KERJA 

Seksi Pemberdayaan Lembaga Produktivitas Tenaga Kerja, mempunyai 

tugas dan fungsi : 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Lembaga 

Produktivitas  Tenaga Kerja, berdasarkan data dan program Bidang 
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku; 
b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Menyiapkan dan menyusun program pelatihan berbasis kompetensi ; 

e. Menyiapkan dan menyusun modul pelatihan berbasis kompetensi; 

f. Menginventarisasi sertifikat pelatihan tenaga kerja yang meliputi jenis 

sertifikat, penandatanganan sertifikat pelatihan, jumlah lembaga 

pelatihan menurut akreditasi; 

g. Melaksanakan pelatihan produktivitas tenaga kerja baik di 

perusahaan maupun masyarakat luas : 

h. Melaksanakan penyusunan, pengembangan sosialisasi program 

standarisasi, pengaturan penetapan uji keterampilan/kompetensi 

nasional; 

i. Mengawasi pelaksanaan sertifkasi kompetensi dan akreditasi lembaga 

pelatihan kerja lingkup kabupaten; 

j. Menginventarisasi permasalahan seksi standarisasi dan sertifikasi 

kompetensi  serta mencari alternative pemecahannya; 

k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

4. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

   Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas  

dan fungsi :  

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, berdasarkan data dan program Dinas Tenaga Kerja 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 



d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan 

terhadap pencari kerja melalui informasi (Pasar Kerja) Bursa Kerja 

yang berasal dari pemerintah maupun swasta; 

e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan, 

peningkatan, perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI), dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna 

Penempatan; 

f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan 

terhadap Antar Kerja (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan 

Antar Kerja Antar Negara (AKAN); 

g. Memfasilitasi dan melaksanakan pendaftaran, seleksi, penyuluhan, 

pelatihan dan pemindahan masyarakat/calon transmigran; 

h. Memfasilitasi dan mempublikasikan program ketransmigrasian; 

i. Memfasilitasi dan melaksanakan angkutan transmigrasi dan barang 

bawaan dari desa asal ke tempat penampungan/transito; 

j. Memfasilitasi dan melaksanakan pengawalan di daerah tujuan 

transmigrasi; 

k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 

 

4.1. SEKSI PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN 

PENGENDALIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.  

Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian 

Penggunaan Tenaga Kerja Asingmempunyai tugas dan fungsi : 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Perluasan 

Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

berdasarkan data dan program Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan tenaga 

kerja dalam perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

e. Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna kepada 

masyarakat; 

f. Melaksanakan dan merancang kegiatan promosi perluasan 

kesempatan kerja kepada masyarakat; 

g. Melaksanaan koordinasi dan pendataan Tenaga Kerja Asing; 

h. Melaksanakan sosialisasi penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

atasan;dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 



4.2. SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA.  

Seksi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, mempunyai tugas dan fungsi :  

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 

berdasarkan data dan program Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Melaksanakan memonitoring dan menghimpun data 

lowongan/kesempatan kerja untuk disebarkan kepada masyarakat; 

e. Melaksanakan pelayanan kepada pencari kerja dalam dan luar negeri 

dalam rangka penempatan dan perluasan kerja; 

f. Perlindungan PMI (Pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten 

Buleleng; 

g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

 

4.3. SEKSI TRANSMIGRASI 

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas dan:  

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Transmigrasi berdasarkan data dan 

program Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Melaksanakan pendaftaran, seleksi, penyuluhan dan pelatihan 

kepada masyarakat/calon transmigran; 

e. Melaksanakan perpindahan dan penempatan transmigran yang 

berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/kota; 

f. Mempublikasikan program ketransmigrasian 

g. Melaksanakan angkutan transmigrasi dan barang bawaan dari desa 

asal ke tempat penampungan/transito; 

h. Menyiapkan bahan pengerahan dan perpindahan serta fasilitasi 

perpindahan Transmigrasi 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI HUBUNGAN INDUSTRIAL. 

Bidang Data Dan Informasi Hubungan Industrial mempunyai tugas dan 

fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Industrial berdasarkan 

data dan program Dinas Tenaga Kerja dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Mefasilitasi dan mengkoorrdinasikan penyusunan petunjuk teknis 

tentang pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, persyaratan 



kerja, pengupahan, kesejahtraan pekerja, norma keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3), serta jamsos; 

e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 

yang berkaitan dengan  penegakan hukum,pelanggaran syarat kerja, 

norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma jamsos; 

f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan 

terhadap lembaga kerjasama bipartite/tripartite, organisasi pekerja, 

organisasi pengusaha tentang hubungan industrial, persyaratan kerja, 

pengupahan dan kesejahteraan pekerja; 

g. Mefasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan hasil sidang 

lembaga kerja sama tripartit, sidang dewan pengupahan, jamsos dan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3); 

h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

5.1. SEKSI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN JAMSOS 

Seksi Pengembangan Kesejahteraan Pekerja Dan Jamsos, mempunyai 

tugas dan fungsi : 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan dan Pengupahan 

Tenaga Kerja berdasarkan data dan program Bidang Hubungan 

Industrial dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi K3; 

e. Melaksanakan penetapan usulan UMK setiap tahun; 

f. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi Jamsos; 

g. Mempersiapkan dan melaksanakan sidang-sidang dewan pengupahan; 

h. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan upah minimum dan struktur 

skala upah; 

i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

dan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

5.2. SEKSI PENGEMBANGAN SYARAT KERJA TANPA DISKRIMINASI 

Seksi Pengembangan Syarat Kerja Tanpa Diskriminasi, mempunyai tugas 

dan fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Hubungan Kerja dan Kelembagaan 

berdasarkan data dan program Bidang Hubungan Industrial serta 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan yang terkaitan 

dengan syarat kerja; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

penegakan hukum; 

f. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang pembuatan 

Peraturan Perusahaan (PP) dan Pelaksanaannya 



g. Mencatat dan mengesahkan PP sesuai dengan ketentuan 

perundangan – undangan yang berlaku; 

h. Melaksanakan pencatatan pelaporan ketenagakerjaan seperti : 

pendaftaran PT. Out Sorsing; 

i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; 

dan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

5.3. SEKSI PEMBERDAYAAN TENAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

HUBUNGAN INDUSTRIAL 
 

Seksi Pemberdayaan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial, mempunyai tugas dan fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perselisihan Hubungan 

Industrial berdasarkan data dan program Bidang Hubungan 

Industrial serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;  

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi cara pembuatan PKB dan 

pelaksanaannya;  

e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis 

tentang pelaksanaan Hubungan Industrial dan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 

f. Mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang lembaga kerjasama 

Tripartit; 

g. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi organisasi pekerja, 

organisasi pengusaha serta lembaga kerjasama Bipartit dan 

Tripartit; 

h. Menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial dan pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK); 

i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

atasan; dan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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